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A. Sejarah Berlaku Qanun  

Aceh terletak di ujung utara pulau Sumatera dan paling 

barat kepulauan Nusantara bersama sejumlah pulau-pulau 

besar dan kecil disekelilingnya, sebelumnya provinsi Aceh 

dinamakan Daerah Istimewa Aceh dan selanjutnya Nanggroe 

Aceh Darussalam, disingkat NAD dan kembali menjadi provinsi 

Aceh. Penyebaran Islam ke Indonesia secara intentif dimulai 

pada abad VI Masehi, dimana Aceh merupakan wilayah 

pertama kali yang menerima Islam, sebelum munculnya 

kesultanan Aceh, kawasan utara Sumatra merupakan 

kedudukan beberapa kerajaan Islam, dimana Aceh meraih 

kejayaan politiknya, baik secara internal maupun eksternal, 

dibawah kekuasaan Sultan Iskandar Muda (1607-1637)1. Islam 

sangat berjaya bahkan sampai ke Semenanjung Malaya, 

kerajaan-kerajaan lain pun tunduk kepada hukum syariat Islam 

ketika itu dan Penghayatan terhadap ajaran Islam dalam masa 

yang panjang telah melahirkan budaya Aceh yang tercermin 

dalam kehidupan adat berdasarkan dari renungan para ulama 

kemudian di praktekkan, dikembangkan dan dilestarikan, lalu 

disimpulkan sehingga kondisi ini tercermin dalam ungkapan 

bijak2:  

 

 

 

1 Rusjdi Ali Muhammad, 5HYLWDOLVDVL�6\DUL·DW� ,VODP�GL�Aceh, cet-1 (Jakarta : 
Logos, 2003), hlm. xx 

2 Ibid, hlm. xxvi-xxvii 
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A. Qanun Sebagai Sumber Hukum Pidana Konvensional Dalam 

Menangani Perkara Pidana  

Hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah 

laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, 

sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum adalah mengadakan 

keselamatan, kebahagian dan tata tertib di dalam masyarakat. 

Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang 

oleh suatu aturan hukum, larangan disertai ancaman (sangsi) 

berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan 

tersebut61.  

Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan 

yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak 

pidana dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang 

melakukannya. Hukum pidana bukan mengadakan norma 

hukum itu sendiri, tetapi sudah terletak pada norma lain dan 

sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-

norma lain tersebut, misalnya norma kesusilaan dan agama. 

Hukum Islam62 adalah hukum yang bersumber dari dan 

menjadi bagian agama Islam, merupakan kaidah-kaidah dibuat 

oleh Allah SWT yang bersifat kekal (permanen) untuk mengatur 

urusan-urusan manusia, berbeda dengan hukum konvensional, 

kaidah-kaidah dan nas-nas hukum Islam harus bersifat umum 

dan fleksibel sehingga mampu memenuhi segala kebutuhan 

 

61.Wirjono Prodjodikoro, Asas Hukum Pidana Di Indonesia, ( Bandung : 
Rafika Aditama, 2003), hlm. 15 

62 Opcit, Mohammad Daud Ali, hal 42 

IMPLEMENTASI QANUN 
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A. Pelaksanaan Qanun dalam Hukum Jinayat dan Hukum Acara 

Jinayah 

Provinsi Aceh merupakan provinsi yang diberikan 

keistimewaan dalam menjalan otonomi daerah, khususnya 

mempunyai wewenang untuk melaksanakan syariat Islam di 

Indonesia, akan tetapi syariat Islam yang dijalankan belum 

sepenuhnya terlaksana dengan baik sejak diberlakukan Qanun 

Aceh No.12, 13 dan No.14 tentang tindak pidana minuman 

khamar dan sejenisnya, perjudian dan mesum, sampai 

dinyatakan diberlakukannya Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 

tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 

2014 Qanun hukum jinayat maupun hukum acara jinayat pada 

tahun 2015.  

Dengan berlakunya Qanun harapan pemerintah maupun 

masyarakat Aceh, terhadap syariat Islam dalam pelaksanaannya 

harus secara kaffah, namun hal ini dapat terlihat di dalam 

kehidupan sehari-hari, bahwa syariat Islam belum sepenuhnya 

menyatu dengan masyarakat baik dalam bertindak, bersikap 

maupun berperilaku, bentuk perbuatan ini akan mengakibatkan 

timbulnya kejahatan seperti sering terjadinya pelanggaran 

terhadap Qanun baik berupa perzinahan atau khalwat, maisir, 

khamar maupun tindak pidana yang diatur di dalam hukum 

jinayat (Qanun Aceh) masih saja terlihat jelas di Aceh. 

Memperhatikan uraian dalam contoh kasus (terlampir) yang 

dibahas terlihat bahwa pemberlakuan hukum pidana Islam di 

Aceh menganut asas personalitas keislaman, artinya Qanun-

qanun syari`at hanya berlaku bagi umat Islam saja, sedangkan 

IMPLEMENTASI QANUN 

PADA SISTEM PERADILAN 

PIDANA TERPADU 
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Hasil penelitian yang telah dilakukan penulis pada Tahun 

2016 dan 2017 di Kepolisian Resort Kota Banda Aceh, Kejaksaan 

Negeri Banda Aceh maupun Kejaksaan Tinggi Aceh dan Wilayatul 

Hisbah Kota Banda Aceh. Penelitian dilakukan dengan memberikan 

pertanyaan dan langsung mendapatkan jawaban narasumber serta 

mempelajari kasus yang terjadi sebelum dan sesudah diberlakukan 

Qanun Jinayah dan Qanun Acara Jinayah. Adapun penelitian 

dilakukan khusus kepada aparat penegak hukum yang menangani 

perkara Qanun serta penelitian terhadappenanganan Qanun dalam 

masyarakat dan kewenangan aparat penegak hukum dalam 

penangan perkara tersebut. 

Penanganan perkara yang dilakukan oleh Penyidik 

kepolisian maupun PPNS Wilayatul Hisbah tentang bagaimana 

penerapan peraturan yang diberlakukan kepada para Tersangka 

atau para pelanggar Qanun dengan cara mempelajari kasus-kasus 

yang ditangani oleh para Penyidik kepolisian maupun PPNS 

Wilayatul Hisbah dan Uraian kasus berdasarkan hasil penelitian di 

lapangan dan wawancara yang dilakukan kepada nara sumber 

yang berkompeten dalam penanganan perkara Qanun. 

Di bawah ini ditampilkan beberapa kasus (secara garis besar) 

yang terjadi di Kota Banda Aceh sebagai tempat dilakukannya 

penelitian agar dapat ditemukan permasalahan yang ada apakah 

sesuai dengan hukum jinayah yang sudah diberlakukan dan teori 

yang diterapkan dalam kajian ini : 

 

PENANGANAN 

PERKARA QANUN 
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Dari permasalahan yang dikemukakan dan hasil penelitian 

serta pembahasan dalam disertasi ini dapat simpulkan bahwa : 

1. 3HQHUDSNDQ�V\DUL·DW�,VODP�GL�$FHK�EXNDQ�KDO�\DQJ�EDUX��NDUHQD�

hal tersebut sudah berlangsung sejak Tahun 2003, dimana 

3URYLQVL�$FHK�PHPEHUODNXNDQ�V\DUL·DW�,VODP�XQWXN�GDHUDK�\DQJ�

di Istimewakan oleh Pemerintah Pusat, bahwa Aceh dapat 

menerapkan dan menjalankan syariat Islam dalam kehidupan 

masyarakat. Dapat diperhatikan bahwa Qanun adalah peraturan 

daerah dapat mengenyampingkan peraturan yang berlaku 

umum yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap 

Pasal-pasal mengenai kesusilaan, perjudian dan minuman keras. 

Terhadap hal ini Pemerintah Daerah mengeluarkan Qanun 

(Perda) yang digali dan lahir dari kehidupan masyarakat Aceh, 

sebagai peraturan lokal yang bersifat khusus untuk masyarakat 

Aceh dan harus dipahami. Qanun merupakan bagian dari sistim 

hukum Indonesia yang hanya berlaku di Aceh, sebagai 

peraturan daerah dan Qanun yang diterapkan di Aceh 

merupakan bagian sistim hukum Indonesia. Namun dalam 

penyelesaian perkara pidana Qanun di Aceh mengalami banyak 

kendala. Banyak perkara qanun tidak diselesaikan dengan baik, 

maka perlu pembenahan yang berhubungan dengan penegakan 

hukum jinayat dan dilakukan secara sistemik, karena efektifitas 

penegakan hukum jinayat dapat dilaksanakan apabila 5 (lima) 

pilar hukum berjalan dengan baik yakni : 

a. Instrument hukumnya atau aparat penegak hukum,  

b. Faktor warga masyarakat 

c. Peraturan hukum, 

PENUTUP 
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